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Abstract
This study aims to determine how the settlement of non-performing loans in the credit agreements existing 
housing in Bank Tabungan Negara (Persero) Branch of Surakarta. This type of research is a kind of empirical 
used with a qualitative approach. The type of data used are primary data and secondary data, engineering 
data collection through interviews, and literature, as well as using qualitative analysis techniques with 
interactive model. From the research and study of the implementation of the settlement known problem loans 
in the credit agreements existing housing in Bank Tabungan Negara (Persero) Branch of Surakarta must be 
conducted in accordance with Standard Operating Procedures have been established and carried out through 
the mechanism of debt restructuring and through the auction of collateral. Restructuring made to debtors 
borrowers have good faith and cooperative, and the debtor has good business prospects and projected that to 
at all,  it will be an auction of collateral.
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Abstrak 
menggunakan tehnik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui 
pokok dan atau bunga kredit, debitor memiliki itikad baik dan kooperatif, dan debitor memiliki prospek usaha 
tidak memenuhi kriteria dan tidak bisa memenuhi kewajiban sama sekali maka akan dilakukan lelang agunan. 
Kata kunci: 
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A. Pendahuluan 
Surakarta sebagai salah satu lembaga perbankan 
perumahan kepada bank dan harus terlebih dahulu 
mengisi formulir  permohonan kredit. Berdasarkan 
permohonan ini, maka bank akan melakukan 
analisa dari semua aspek, baik aspek hukum, aspek 
pemasaran, aspek keuangan, aspek jaminan dan lain-
lain. Dalam menilai permohonan kredit perumahan 
character, capacity, capital, 
collateral, condition of economy
oleh pihak bank. 
Surakarta akan melakukan analisis dari berbagai 
aspek terhadap permohonan kredit, kemudian 
bank  dapat memutuskan bahwa permohonan kredit 
sebagai salah satu Bank Umum Pemerintah, salah 
melaksanakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan 
wanprestasi dalam perjanjian kredit muncul karena 
(dalam jutaan rupiah)
Jumlah Kredit Macet
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 
uraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
mencari kebenaran di lapangan. Pada penelitian 
adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan 
dengan penelitian terhadap data primer di lapangan 
hasil wawancara dan sumber data sekunder dengan 
buku aktual, arsip, dokumen-dokumen, peraturan 
perundang-undangan, laporan, hasil penelitian, 
kualitatif model interaktif. 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sektor  papan  (perumahan)  merupakan  salah 
pendanaan  untuk  memiliki  rumah  sendiri. Namun 
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satu  pelaku  bisnis menawarkan bantuan pendanaan 
dalam usaha pembangunan di segala bidang di 
seluruh tanah  air  tercinta Indonesia.  Perjalanan 
risiko,  sehingga  di  dalam  setiap pemberian  kredit 
harus memperhatikan  asas-asas  perkreditan  atau 
sehat  dan  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian. 
Untuk itu  sebelum  memberikan  kredit  atau 
berbagai aspek.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  8 
dinilai  oleh  bank  sebelum  memberikan  kredit  atau 
watak,  kemampuan, modal, agunan, dan prospek 
sebutan “
character
kemampuan  (capacity),  3) Penilaian  terhadap 
modal  (capital
(collateral),  5) Penilaian  terhadap  prospek  usaha 
nasabah  (condition  of economy). 
Dari  hasil  penelitian ini, diketahui bahwa 
proses-proses  pelaksanaan pemberian  kredit  untuk 
Negara  (Hasil  wawancara  dengan bagian  Legal 
mengisi  berkas-berkas  permohonan  dilampiri 
dengan:  
g. Asli slip gaji atau keterangan  penghasilan, 
terakhir, 
kredit  macet  pihak  bank/kreditor  terlebih 
dahulu  mengenal lebih jauh para calon nasabah, 
dengan cara melakukan penilaian terhadap the 
a. Character
dilakukan oleh  bank  dalam  menentukan 
character (watak)  atau  kepribadian  dari 
tingakat  kejujuran/ketidak  jujuran  dan 
itakad  baik  calon  debitor  untuk melunasi 
diperjanjikan,  
b. Capacity
atas  memberikan  kredit  pada  orang 
c. Capital
sehingga dapat diketahui kemampuan 
permodalan calon  debitor  untuk  melunasi 
d. Collateral
collateral (jaminan/agunan)  dari  calon 
kredit dari  calon  debitor  bekualitas  tinggi 
diberikan  kepada  calon  debitor. Dengan 
maksud  apabila  calon  debitor  tidak  bisa 
menjadi jaminan/agunan kredit dari calon 
debitor dapat dicairkan  guna  menutupi 
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e. Condition of economy (kondisi ekonomi) 
dalam  perberian  kredit  pada  calon 
debitor  dengan memperhatikan  kondisi 
ekonomi  secara  umum  dan  sektor 
akan datang sehingga bank mendapatkan 
menerima pengajuan  agunan  dari pihak 
debitor,  hal  ini  untuk  menentukan  besar 
pihak  kreditor. Agunan bisa berupa mobil, 
kreditor  melakukan  penaksiran  harga  agunan 
pihak kreditor akan berpatokan pada jenis mobil 
akan menganalisa  semua  dokumen  pendukung 
debitor  mulai  dari dokumen administrasi, 
dokumen-dokumen  hasil  wawancara,  dan 
mendapatkan  kredit.  Sesuai  dengan  ketentuan 
Negara. 
setelah tahap proses analisa kredit selesai, pihak 
berkas/administrasi,  petugas  wawancara, 
petugas  penaksir  agunan  dan petugas  analisa 
kredit.  Yang  bertujuan  untuk  melihat 
diberikan kredit. 
dan kelebihan debitor, maka hasil dari keputusan 
KPK ini akan menghasilkan keputusan  berupa 
Apabila disetujui maka pihak kreditor atau 
akan mengeluarkan  surat  pemberitahuan 
persetujuan  kredit  kepada  pihak debitor  untuk 
penjelasan  mengenai  bangunan  dan  kondisi 
umum  mengenai  hak  dan  kewajiban  calon 
telah  distandarisir.  Kemudian Membacakan: 
Perjanjian  Kredit  (PK),  Akta  Jual  Beli, 
Debitor untuk  proses penandatanganan Akad 
Kredit.
Untuk  menghindari  kredit  bermasalah, 
mendalam  terhadap  usaha  dan  penghasilan 
serta  kemampuan  debitor. Analisa  dari  aspek 
legalitas debitor,  legalitas  usaha  debitor, 
kewenangan  orang  bertindak  mewakili 
perusahaan,  keabsahan  hukum  dari  barang 
pemantauan  dan  pengawasan  secara  terus 
preventif  telah  dilakukan  namun  tidak 
perjanjian kredit sehingga menjadi kredit 
bermasalah. ( ). Setelah itu 
Dari  hasil  wawancara  dengan    Bagian  Legal 
atau  melakukan  pressing/pengurangan  terhadap 
cara  tidak  tidak  berlebihan  dalam memenuhi 
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penting, apabila masih belum cukup, maka 
nilai  untuk  mencukupi  tunggakan  kredit.  
ekstra  dapat  dipijamkan  dari  pihak  luar 
meminjam  uang  pada pihak  ketiga  untuk 
terjadi  penunggakan.  
lebih  ekstra  lagi  seperti  memberikan 
peringatan,  dan  peringatan  dapat dilakukan 
tiga  kali  dengan  cara:  
a. Memberikan  surat  peringatan pertama  (SP-
berisi peringatan bahwa debitor belum 
maka  pihak  bank  akan  memberi  coretan 
dari  pilok  warna  hitam menunjukkan 
non hukum adalah restrukturisasi kredit. 
Ketentuan restrukturisasi kredit mengacu 
pada ketentuan sebagai berikut :            
a) Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
aktiva bank umum
d) Ketentuan internal masing-masing 
bank.
melalui:
rescheduling), 
melakukan perubahan jangka waktu 
pelunasan,jumlah setoran pelunasan 
Penjadwalan kembali dapat dilakukan 
a) Perpanjangan jangka waktu pelu-
nasan hutang.
b) Perpanjangan jangka waktu pelu-
nasan tunggakan bunga. 
c) Perpanjangan jangka waktu 
pelunasan hutang pokok dan 
tunggakan angsuran kredit sesuai 
d) Perpanjangan jangka waktu pe-
lunasan hutang pokok dan atau 
tunggakan angsuran, tunggakan 
angsuran, tunggakan bunga, serta 
perubahan jumlah angsuran. 
e) Perpanjangan jangka waktu pe-
lunasan hutang pokok, tunggakan 
angsuran dan tunggakan bunga 
mengalir. 
f) Perpanjangan jangka waktu pe-
lunasan hutang pokok dan tung-
gakan bunga kredit sesuai aliran 
g) Pergeseran atau perpanjangan 
grace period dan pergeseran 
rencana pelunasan. 
h) Pergeseran grace period dan per-
panjangan jangka waktu kredit.  
i) Kombinasi bentuk-bentuk re-
scheduling di atas. 
reschedul ing  dapat 
menunjukkan itikad baik untuk 
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tindakan rescheduling misalkan: 
pemasaran dari produk debitor masih 
berjalan normal. Dari sisi manajemen, 
usaha debitor dikelola oleh tenaga 
reconditioning), 
kredit dengan melakukan perubahan 
a) Perubahan tingkat suku bunga.
b) Perubahan tata cara perhitungan 
bunga.  
c) Pemberian keringanan tunggakan 
bunga.
d) Pemberian keringanan denda.
e) Pemberian keringanan ongkos/
modal sebagaimana diatur dalam 
Direksi Bank Indonesia Nomor 
g) Perubahan kepengurusan perusa-
memberikan pendapat dalam 
pembentukan susunan pengurus 
tersebut.
j) Penambahan agunan.
k) Perubahan bentuk hukum dari 
modal efektif disetor 
l) Kombinasi antara bentuk-bentuk 
reconditioning di atas 
reconditioning dapat 
masih itikad baik untuk melunasi 
pembuktian secara  kuantitati f 
Mesin/pabrik/proses produksi masih 
berfungsi baik dan terawat, kapasitas 
masih dapat ditingkatkan. Usaha 
debitor dikelola oleh manajemen 
debitor tidak mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan bahan baku 
dan berproduksi dengan memakai 
Peraturan 
pemerintah dan kondisi ekonomi 
secara global cukup mendukung. 
karena debitor mengalami kekurangan 
bank cukup mengatasi dan memenuhi 
3) Penataan kembali (restructuring
tidak terbatas pada rescheduling atau 
reconditioning, antara lain meliputi:
a) Penurunan suku bunga kredit  
b) Pengurangan tunggakan bunga 
kredit 
c) Pengurangan tunggakan pokok 
kredit 
d) Perpanjangan jangka waktu kre-
dit 
e) Penambahan fasilitas kredit 
f) Pengembilalihan agunan atau aset 
debitor 
g) Jaminan kredit dibeli oleh bank  
h) Konversi kredit menjadi modal 
sementara dan pemilikan saham 
i) Alih manajemen 
-
ek  
k) Pembaruan hutang  
l) Subrogasi  
m) Cessie 
n) Debitor menjual sendiri barang-
barang jaminan dibawah tangan 
o) Penghapusan piutang 
dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis 
kriteria (
baik dan mampu memenuhi kewajiban 
e. Apabila  semua  sudah  dilakukan  tetapi 
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oleh pihak bank adalah melakukan “Lelang 
(Hasil  wawancara dengan  Bagian Legal 
D. Simpulan 
kredit bermasalah dalam perjanjian kredit pemilikan 
meliputi penurunan suku bunga kredit, pengurangan 
tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan 
pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, 
penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan 
agunan, jaminan kredit dibeli oleh bank, alih 
manajemen, pembaruan hutang, subrogasi, cessie, 
dan atau bunga kredit, debitor memiliki itikad 
baik dan kooperatif, dan debitor memiliki prospek 
memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. 
bisa memenuhi kewajiban sama sekali maka akan 
dilakukan lelang agunan.  
E. Saran
lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi 
analisis kredit sesuai dengan prosedur kredit 
sistem administrasi dan pengawasan dalam 
pemberian kredit dan memberikan alternatif 
perjanjian kredit. 
dimana disini diperlukan peran Notaris untuk 
menjadi konsultan hukum bagi para pihak untuk 
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